KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI EALIMANTAN SELATAN

NOMOR /&7 TAHUN 2016

TENTARG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAH ALTYAH AL MUJAHIDIN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAFMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTDR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

v A,

b

bahwa setinp madmasah wajib mendapatkan izin pendlrian
madrasah;

hahwa schubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Permberian lzin Pendirian Muadrasah, periu memnberilken
Surul Keputusan Pengganti;

bahwa madra=sab schagaimana bercantum dalam lampiran
Keputusan ini  telah memenuhi  persyaratan untuk
diberikan  Sural Keputusan  Pengganti lzin Pendinan
Madraszah;

hahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf s, huruf b, dan horuf e, perlu
menctapkan  Keputusan  Kepala  Kantor Wilayah
Kementetian Agama Provinsi Kaliimantan Selalan tentang
Petacri Ladt surac Kepukusan Prnpspni Izin
Pendirian/Operasional Madrasah  Alivah Al Mujahidin
Kabupaten Barito Kuala;

Undang-undang Nomoer 20 ‘Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara, Fepublik Indonesia
Tahun 2003 Womor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Peruluran Pemerinlah Nomor 19 Tahun 2005 bentang
gtandar Nasional Pendldikan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $496] sebagpimana tclab



Memperhatikan

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

';i;lg;c‘lmhﬂhﬂﬂ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembard
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peratuman
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sckolah Mencngah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 teotang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota,

7 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Fendidikan Madrasah (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomaor 1382);

8. Kepurusan Direktur Jenderal Pendidikan [slam Nomor
5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perparnjangan
lzin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat keputusan
Pengganti lzin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan
Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian Madrasah;

- Rekomendasi  dari  Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten  Barito Kuala MNomor @ B-935/Kk.17.10-
EJOT.UIIDE,FEDIﬁ‘l‘anggal 16 Agustus 2016;
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Menstapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH HEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGGANTI 1ZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALITAH AL MUJAHIDIN KABUPATEN BARITO KUALA.

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti lzin

Pendirian/Operasional  Madrasah  yang  Hilang ket et
mudrasah  schagaimana tercantum  dalam  Lampirah  yang
meripakan baglan tdak terpisahkan dari Keputusan inl

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan  melakukan  polanggacan wegual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Agustus 201 &

a.fl. Menter Agama
Pl Kepala Kantor Wilayah,




LAMPIRAN 1

KEPUTLSAN KEPALA KANTOR WILAYASE
KEMENTERIAN AGAMA FROVINSI
KALIMANTAN SELATAM

NOMOR TAHUN 2016
TENTANG FENERBITAN SURAT
KEPUTL SAN PENGGANTI [£IN

PENDIRIAN/ OPERASIOINAL
MADHASAH ALIYAIL AL MUJAHIDIN
KABUFPATEN BARITO KLTATA

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGOANTI
[Z1 PENDIRIAN MADRASAH

1 | Nama Madrasah Madrasah Alivah Al Mujahidin
2 | Nomor Statistk Madrasah 131263040040
3 | Alamat Madrasah J1, Jend Sudirman BT 14 Mo 76

DesafKelorahan Ulu Bentcng
Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala
Provinsi Kalimantan Selatat

4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Pesantren 5 Desember 45

5 | Akbte Notaris Organisasi MNomaor 10 Tahun 1989
. Fenyclenggara
| e ;
- & | Pengesahan Akte Notaris SK MENKUMHAM Rl Tenggal 7 Agustus

Drganisasi Pooyelenggara 1935

Diletapkan i Banjarmasin
pade tanppal 22 Agusius 2016

a0, Menteri Agama
It Kepala Kantor Wilayah,




